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Ilmu Mawarits adalah salah satu cabang ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam 
sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW karena ilmu mawarits ini akan hilang 
apabila tidak ada yang mempelajari dan mengajarkannya. Perselisihan ahli waris 
sering terjadi apabila dalam pembagian harta warisan dirasa tidak adil atau tidak 
sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Masalah waris adalah termasuk 
dalam ranah perdata sehingga ada undang-undang yang mengatur masalah ini. 
Adakalanya dalam pembagian warisan menggunakan hukum perdata, hukum adat 
dan hukum wari Islam (mawarits). Indonesia mayoritas penduduknya adalah 
beragama Islam maka sudah sepatutnya umat Islam menggunakan ilmu mawarits 
dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field Reseach) yang menggunakan pendekatan normatif dengan analisis 
deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi CMS (Centre 
For Mawarits Studies) UNIDA Gontor dalam mengimplementasikan pembagian 
harta warisan menurut ilmu mawarist di keluarga muslim. Hasil dari penelitian ini 
adalah CMS membuat beberapa metode dan edukasi untuk keluarga muslim 
supaya mereka mampu mengimplementasikan pembagian harta warisan sesuai 
dengan ilmu mawarits diantaranya adalah; membentuk KSM (Keluarga Sadar 
Mawarits), metode PSP (Penentuan Sebelum Pembagian). Ketika keluarga muslim 
mengimplementasikan ilmu mawarist dalam keluarga; maka mereka sudah 
menjalankan cabang ilmu syariah yang tidak kalah pentingnya dengan aqidah. 
 




Pembagian warisan adalah hal yang sangat wajar terjadi di dalam keluarga setelah 
terjadi kematian dalam keluarga yang terjadi di masyarakat. Pembagian harta warisan ini 
menggunakan beberapa metode atau hukum diantaranya; hukum perdata, hukum adat 
dan juga hukum Islam (Ilmu Mawarist). Apapun hukum yang dipakai dalam pembagian 
warisan bertujuan membagi harta warisan secara adil menurut bagian masing-masing ahli 
waris, supaya tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan rusaknya hubungan 
keluarga. Dalam Islam sendiri, Ilmu mawarits merupakan cabang ilmu syariah yang 
penting selain aqidah bahkan ada hadits Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan 
mempelajari ilmu mawarist ini dan mengajarkannya karena ilmu mawarits adalah ilmu 
yang akan diambil dan hilang pertama kalinya jika tidak dipelajari dan diajarkan; dan akan 
terjadi perselisihan yang besar karena ketidak puasan salah satu ahli waris dalam 
pembagian harta warisan. Banyak artikel dan penelitian tentang masalah seputar warisan 
baik ditinjau menurut hukum perdata, hukum adat bahkan hukum Islam. Namun demikian 
belum ada tulisan yang membahas tentang upaya atau strategi akademisi Islam 
khususnya terkait pengimplementasian ilmu mawarits Islam ini di keluarga muslim. Pada 
penelitian ini pokok pembahasan yang dipaparkan penulis adalah bagaimana strategi 
CMS (Centre for Mawarits Studies) di UNIDA Gontor dalam membina dan mengedukasi 
keluarga muslim terkait ilmu mawarits sehingga keluarga muslim faham dan dapat 
mengimplementasikan ilmu mawarits ini dalam keluarga mereka ketika terjadi kematian. 
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2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reseach) dengan analisis 
deskriptif yaitu meneliti konsep CMS UNIDA Gontor dalam mengimplementasikan Ilmu 
Mawarist Islam di Keluarga Muslim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
normatif, artinya memberikan pembinaan atau bimbingan kepada keluarga muslim terkait 
ilmu mawarits dan implementasinya. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan Dokumentasi. Melakukan observasi langsung ke CMS UNIDA Gontor, 
kemudian melakukan wawancara kepada lembaga dan orang-orang terkait dalam CMS 
serta kemudian mendokumentasikannya. 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan 
Hukum Kewarisan Islam, seperti Fiqh Mawarist, hukum kewarisan, dan ilmu faraid. 
Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama 
dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan 
harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e yaitu: “Harta 
waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusna jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Sedangkan pengertian dari harta 
peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d adalah: “harta peninggalan adalah harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun 
hak-haknya”.  
Menurut (Hasby As-Shiddiqi, 2001) dalam bukunya hukum waris, fiqh mawarist 
adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang 
yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara 
pengambilannya. Istilah lain yang digunakan dalam istilah ilmu faraidh yang bermakna 
secara bahasa adalah kewajiban atau bagian tertentu.seorang ilmuwan fiqh bernama Ibnu 
Rusyd mendefinisikan ilmu faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta 
peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak 
menerimanya.(Ibnu Rusyd, 1995). Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata 
kewarisan. Dengan mengambil kata waris yang dibubuhi awalan dan “ke” dan akhiran 
“an”. Kata waris itu sendiri berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula 
proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima 
warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari 
yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang 
diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam (Moh. 
Muhibbin, Abdul Wahid, 2011). Prof. Zainuddin Ali memberikan pengertian Hukum Waris 
Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal 
dunia kepada ahli warisnya. Dalam hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi 
ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta 
warisan bagi orang yang meninggal dimaksud (Zainuddin Ali, 2008) 
Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf 
(a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris 
dan beberapa bagiannya masing-masing”. Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat 
aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia 
dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut 
dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut 
sesuai dengan ketetapan ajaran Islam (Aulia Muthi’ah, 2017)  
Ada beberapa asas Hukum Waris Islam diantaranya adalah; Asas pertama 
kewarisan Islam adalah (1) ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan 
pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, 
terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan 
Rasulullah SAW; yang artinya beriman kepada ajarannya yang termuat di dalam al-Qur’an 
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dan As-Sunnah. Dengan demikian mengimplementasikan waris Islam adalah wujud 
ketaatan mutlak kepada Allah dan rasul-Nya (Beni Ahmad, 2009). Sebagaimana Firman 
Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’: 59. Dan masih banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 
tentang kewajiban untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Hukum warisan Islam 
adalah hukum Allah yang ditetapkan sebagai pengganti hukum waris jahiliyah yang sesat 
dan menyesatkan, merupakan hukum Allah yang paling sempurna dalam mengatur 
pembagian harta warisan menurut ketentuan yang berlaku. Ayat-ayat di dalam Al-Qur’an 
yang berkenaan tentang kewarisan adalah ayat-ayat muhkamah. 
Salah satu fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum 
wanita pada masa jahiliyah yang eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama yang 
berkaitan dengan masalah waris. Kaum wanita bukan mendapatkan hak waris atas harta 
yang ditinggalkan suaminya, melainkan menjadi obyek yang diwariskan. Selain itu, dalam 
sejarah pra-Islam yang berhak mewarisi harta peninggalan hanyalah anggota keluarga 
yang laki-laki garis bapak yang terdekat („ashabah), sedangkan kaum wanita walaupun di 
lingkungan „ushbah sendiri dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak berhak untuk 
mewarisi. Hal demikian tidak hanya terjadi di Negara Arab melainkan juga di negara lain 
(Anwar Harjono, 1987) 
Asas yang kedua adalah; (2) Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam 
mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan 
dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya (Zainuddin Ali, 2008). Dilihat dari segi 
pengalihan harta bahwasanya laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta 
peninggalan ibu,ayah dan keluarga dekatnya. Bagian itu dapat diketahui dalam jumlah 
harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu pewaris 
tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia 
meninggal dunia (Aulia Muthi’ah, 2017). Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 
Q.S. An-Nisa’: 7. Selain mengandung arti pengalihan harta juga mengandung makna 
paksaan; jadi asas ini menekankan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan Allah tentang 
hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima 
adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai seorang yang 
beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam, 
dasar dari paksaan ini adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’: 13. Asas Hukum Waris 
Islam yang ketiga; (3) Asas Bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa 
harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini 
berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, 
yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan 
(Amir Syarifuddin, 1984). Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin 
bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. 
Asas Hukum Waris Islam yang keempat adalah; (4) Asas Individual dalam hukum 
waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki 
secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan 
dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak 
menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Asas Hukum Waris Islam yang 
kelima adalah; (5) Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh 
dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan 
kewajiban yang harus ditunaikannya. Contohnya adalah bagian laki-laki dan perempuan, 
masing-masing dari suami atau isteri memikul tanggung jawab masing-masing, oleh 
karena itu bagian masing-masing sesuai dengan tugas yang ditanggungnya, kenapa laki-
laki lebih banyak karena seorang laki-laki wajib memberi nafkah bagi keluarganya. Jadi 
arti adil bukan berarti sama rata melainkan adanya keseimbangan atau al-mizan yang 
disesuaikan dengan hak kewajibannya secara profesional. Asas Hukum Waris Islam yang 
keenam adalah; (6) Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang 
kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang 
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mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini berarti bahwasanya kewarisan sebagai 
akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat 
pewaris masih hidup. Prinsip ini berkaitan dengan asas ijbari, apabila seseorang telah 
memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dia dapat bertindak sesuka 
hatinya terhadap seluruh harta kekayaannya. Akan tetapi kebebasan hanya pada saat 
ketiak dia masih hidup, ketika dia meninggal dia tidak berhak lagi atas harta kekayaannya. 
Harta yang ditinggalkan otomatis menjadi harta warisan bagi seluruh ahli warisnya. 
Tidak diperbolehkan membagi harta warisan sebelum kewajiban ahli waris kepada 
pewaris terselesaikan diantaranya; (a) menugurus jenazah pewaris yang meliputi harga 
kain kafan, upah penggali kubur, dan sebagainya atau segala yang diperlukan oleh 
seseorang yang meninggal dunia mulai wafatnya sampai penguburannya. Adapun 
kewajiban mengurus jenazah itu diantaranya; memandikannya, mengkafaninya, 
mensholatinya, dan menguburkannya. Bagi keluarga yang menyelenggarakan jenazah 
hendaklah tidak berlebihan meskipun semua harta diambil dari harta si mayit, 
dikhawatirkan harta warisan yang ditinggalkan sangat diperlukan oleh ahli waris seperti 
membiayai sekolah anaknya dan lain sebagainya. Kewajiban yang kedua adalah; (b) 
membayar hutang pewaris, hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai 
imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Harta warisan tidak boleh 
dibagi sebelum harta tersebut digunakan untuk membayar hutang pewaris (jikalau ada 
hutang). Menurut KHI pada pasal 175 tentang pembayaran hutang pewaris adalah: 
“Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada 
jumlah atau nilai dari harta peninggalannya”. Kewajiban yang ketiga adalah; (c) 
melaksanakan wasiat pewaris, wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan 
sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Sebagaimana Firman Allah dalam 
Q.S. Al-Baqarah: 180. Sesudah dibayarkan semua hak-hak tersebut di atas barulah harta 
peninggalan si mayit itu dibagi kepada seluruh ahli waris, menurut pembagian yang telah 
ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an. 
Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara, dan suatu perkara 
tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi. Sebagaimana sholat jika 
rukun tidak sempurna begitu juga dengan mawarits apabila salah satu rukun tidak 
terpenuhi maka perkara waris mewaris ini tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta 
warisan (mauruts atau tirkah), pewaris (muwarits), ahli waris (waarits). (Sulaiman Rasjid, 
1998). 
Hukum waris yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada pembagian hartanya ada 
tiga, yaitu; hukum Waris Islam, Hukum Adat, dan Burgerlijk Wetboek (BW) atau Hukum 
Perdata (Beni Ahmad, 2009). Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang 
paling dikemukakan secara sempurna di dalam Al-Qur’an bahkan dapat dibilang tuntas. 
Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalinya dapat dipahami secara langsung 
tanpa membutuhkan penafsiran. Sebelum Islam datang posisi kaum perempuan selalu 
terdzalimi di tengah-tengah masyarakat bangsa Arab. Perlakuan kaum laki-laki terhadap 
kaum perempuan tidak berbeda dengan binatang. Perempuan tidak diberikan hak waris 
bahkan dari harta peninggalan ayah, suami maupun kerabat mereka. Setelah Islam 
datang adanya ketentuan syariat yang memberi hak waris kepada kaum perempuan baik 
dari ayah, suami atau kerabat mereka dengan penuh kemuliaan tanpa direndahkan.  
Menurut (Ash-Shabuni, 1985) hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi 
kaum laki-laki dan perempuan diantaranya adalah; pertama, nafkah kaum perempuan 
telah ada yang menanggung. Kedua, kaum perempuan tidak diwajibkan memberi nafkah 
kepada siapapun di dunia ini. Ketiga, Pengeluaran (Nafkah) laki-laki jauh lebih besar 
dibandingkan kaum perempuan. Keempat, laki-laki wajib memberikan mahar dan nafkah. 
Kelima, biaya pendidikan anak, pengobatan dan lain sebagainya. Adapun perempuan 
banyak menerima harta yang lebih besar dibandingkan kaum laki-laki, adapun rinciannya 
diantaranya; harta waris dari orang tua, mahar dari suaminya, nafkah dari suaminya, 
biaya pernikahan dari suami dan orangtuanya, harta bersama dari pernikahan, hak waris 
dari suami, tunjangan istri dan anak. 
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Hukum waris kedua yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, hukum adat 
pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkret, 
yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Sebagai contoh masyarakat 
Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara substansial 
sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syariat Islam (Wirjono, 1991). 
Hukum waris ketiga yang berlaku di Indonesia adalah menggunakan Burgerlijk 
Wetboek (BW). Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak 
atas harta warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup 
hak golongan kedua hingga keempat. Jika golongan kesatu tidak ada, hak waris 
berpindah kepada golongan kedua, demikian dan seterusnya (Beni Ahmad, 2009). 
 
Konsep CMS (Centre for Mawarits Studies) UNIDA Gontor dalam Implementasi 
Hukum Waris Islam 
CMS (Centre for Mawarits Studies) adalah salah centre yang didirikan oleh Fakultas 
Syariah Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2014. Pusat studi ini bergerak dalam 
bidang mawarits atau Hukum Waris Islam, sesuai dengan visi yang dimiliki oleh CMS 
yaitu Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Mawarits dan Pencetak Para Pengajar Ilmu Mawarits 
di ASEAN ditahun 2025 (Fak. Syariah, 2017) 
Pendirian pusat studi ini sangat tepat dalam dunia pendidikan khususnya 
Universitas Darussalam Gontor dan sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syariah 
diantaranya menjadi pusat kajian Hukum Islam. Muslim banyak yang mendengar Ilmu 
Mawarits ini tetapi tidak banyak yang mempelajari apalagi mengamalkannya, padahal 
mempelajarinya dan mengamalkannya adalah fardhu atau wajib sesuai dengan hadits 
Nabi Muhammad SAW. Diantara beberapa program yang dimiliki oleh CMS UNIDA 
Gontor adalah; pertama, SM (Sekolah Mawarits). Kedua, MCC (Mawarits Call Centre). 
Ketiga, Klinik Ilmu Mawarits. Terkait SM (Sekolah Mawarits) CMS mempunyai Tim 
pendidik yang dibagi mejadi tiga yaitu; Pertama, Tim Trainers (Trainer Mawarits = PSP 
dan Metode Syajarah Al-Mirats). Kedua, Tim Mu‟allim (Tim Pembimbing Fiqh Al-
Mawarits). Ketiga, Tim Asatidzah (Tim Ahli dan Spesialis Ilmu yang berkaitan dengan 
Mawarits).  
CMS mempunyai strategi dalam implementasi Ilmu Mawarits di keluarga muslim 
diantaranya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh beberapa 
keluarga muslim. Diantara pelatihannya adalah pelatihan PSP (Penentuan Sebelum 
Pembagian); yang artinya bagaimana menentukan bagian-bagian ahli waris yang 
ditinggalkan oleh pewaris dan mengimplementasikan setelah terjadi kematian pada 
keluarga muslim.  
Pewarisan dalam Islam secara global disebutkan dalam firman Allah SWT dalam 
Q.S An-Nisa’: 7  
ِِلا َج ِّرل ِ لِِ َنو ُب َر ْق َ ْلْ ا َوِ ِنا َد ِ ل ا َو ْل ا ِ َك َر َتِ ا َّم ِمِ ٌبي ِص َنِ ِءا َس ِّن ل ِ ل َوِ َنو ُب َر ْق َ ْلْ ا َوِ ِنا َد ِ ل ا َو ْل اِ َك َر َتِ ا َّم ِمِ ٌبي ِص َن
ا ًضو ُر ْف َمِا ًبي ِص َنِ ۚ ِ َر ُث َكِ ْو َ أ ِ ُه ْن ِمِ َّل َقِا َّم ِم 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.  
Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah suatu riwayat hadits oleh Jabir R.A 
yang bahwasanya dua anak perempuan Sa’ad Ibnu Rabi’ ditinggal mati syahid di medan 
perang uhud, adapun semua harta Sa’ad Ibnu Rabi’ diambil semua oleh paman mereka 
dan tidak meninggalkan sedikitpun bagi keduanya. Sedangkan keduanya masih 
memerlukan harta peninggalan ayahnya untuk persiapan pernikahan mereka. Setelah 
kejadian ini diturunkanlah ayat mawarits bahwasanya kedua anaknya mendapat bagian 
2/3 sedangkan istrinya mendapat 1/8 adapun sisanya adalah saudara laki-laki sa’ad. 
Keterangan hadist ini menyatakan pelaksanaan penentuan hak waris sebelum 
pembagian harta warisan pertama kali oleh Rasulullah SAW.  Tidak lama setelah itu 
diturunkannya Q.S. An-Nisa’ ayat 7, kemudian Allah juga menurunkan ayat 11, 12 dan 
176 sebagai jawaban atas istri Sa’ad Ibnu Rabi’.  
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Dari hal inilah, dapat disimpulkan bahwa dalam Ilmu Mawarits yang utama adalah 
proses penentuan hak waris pada setiap kematian dan wajib dilaksanakan untuk 
memenuhi perintah Allah SAW dan Rasulullah SAW, yang berarti CMS telah menjalankan 
asas ketauhidan. Dan para ahli waris lah yang paling berhak menyelesaikan pembagian 
harta warisan sesuai dengan tuntunan Islam. Tentunya setelah dikeluarkannya biaya 
pengurusan jenazah, dilunasinya hutang, serta dilaksanakannya wasiat dari harta 
pewaris, apabila sudah menccukupi syarat dan rukun mawarits, maka semua sisa 
menjadi milik para ahli waris yang akan mereka bagi sesuai dengan ketentuan dan 
kesepakatan mereka nantinya (Jabal Alamsyah, 2017). Sistem pewarisan Islam secara 
berangsur terdiri dari tiga fase yaitu; Pertama,  Fase awal Islam berlangsung secara Al-
Muakhat (persaudaraan). Kedua, fase Fathu Makkah dengan kekerabatan. Ketiga, fase 
setelah turunnya ayat mawarits. Setelah turunnya Q.S. An-Nisa maka pewarisan dalam 
Islam terjadi melalui tiga hal, yaitu; perkawinan, wala‟ (hubungan tuan dengan 
hambanya), dan nasab. Makna Penentuan Sebelum Pembagian (PSP), mengandung dua 
makna pertama, berupa proses penentuan hak waris pada setiap kematian dan 
hukumnya adalah wajib kifayah atau fardhu kifayah, wajib dilaksanakan untuk mentaati 
perintah Allah dan Rasul-Nya dan sekaligus menandakan sudah terjadi pemindahan 
kepemilikan kepada para ahli waris yang paling berhak. Kedua, pembagian harta warisan 
yaitu fase yang hanya boleh dilakukan oleh para ahli waris yang paling berhak sesuai 
dengan fase pertama dan mereka telah memiliki kuasa dalam membagi harta warisan 
pewaris sesuai dengan ketentuan syara’ dan atau kesepakatan mereka secara mufakat. 
Sebagai contoh, seorang ayah wafat dan meninggalkan ahli waris yang berhak 
yaitu; 1 anak laki-laki, 1 saudara kandung si mayit, dan 1 istri si mayit. Maka dalam 
Penentuan Sebelum Pembagian (PSP) atas almarhum adalah sebagai berikut; Istri (1/8), 
1 anak laki-laki (sisa/‟ashabah bi an-nafsi) dan 1 saudara kandung (terhalang total oleh 
anak laki-laki). Dalam hal ini karena harta sudah dipindah milikkan melalui perintah Allah 
SAW dan Rasul-Nya kepada ahli waris yang paling berhak yaitu (istri dan anak) sesuai 
dengan ketentuan, maka hanya istri dan anak yang ditinggalkanlah yang akan 
menyelesaikan pembagian harta warisan yang sudah menjadi milik mereka berdua 
secara legal, halal dan gratis. Dari contoh ini CMS juga telah mengimplementasikan asas 
ijbari, asas bilateral, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian dalam 
hukum waris Islam. Adapun pembagian selanjutnya setelah penentuan bagian masing-
masing ahli waris, baik anak atau istri (ibu) bersepakat untuk membagi rata atau saling 
menghadiahkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (si mayit), atau 
menghadiahkan kepada orang lain, termasuk saudara kandung si mayit yang terhalang 
tadi, atau mewakafkan kepada pihak tertentu diperbolehkan. Namun instrumen hadiah 
atau wakaf ini tertuang dalam dokumen tertulis sesuai dengan tuntunan syara’ dalam Q.S. 
Al-Baqarah: 282. 
Merupakan sebuah kewajiban untuk bersegera melaksanakan “PSP” pada setiap 
kematian keluarga muslim, sebagaimana pelaksanaan memandikan jenazah sampai 
menguburkannya yang juga wajib disegerakan. Melihat urgensinya “PSP” juga hendaknya 
menjadi rangkaian bagian dari Fardhu Kifayah pengurusan jenazah, maka langkah dan 
strategi CMS UNIDA Gontor dalam mengadakan pelatihan atau sekolah mahir mawarits 
sangatlah tepat. Dalam setiap penentuan sebelum pembagian (PSP) mengandung tiga 
kategori penting yaitu; aqidah, syari‟ah dan muamalah. Jelas bahwa kandungan pertama 
yaitu penentuan hak waris berupa aqidah yaitu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya 
sesuai dalil yang ditetapkan. Kandungan yang kedua syari’ah atau tuntunan atau aturan 
main berupa bagian-bagian kepada masing-masing ahli waris (1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1,8 dst) 
sesuai dengan tuntunan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Adapun kandungan yang ketiga 
yaitu mu’amalah atau akhlak berupa keridhoan setelah pembagian (kesepakatan) baik 
harta itu dibagi rata, dihibahkan atau diwakafkan demi tercipta keharmonisan keluarga. 
Paradigma mawarits di keluarga muslim masih banyak yang beranggapan jika ada 
salah satu pewaris (suami atau istri) wafat, maka keluarga yang ditinggalkan atau ahli 
waris sangat tidak pantas membicarakan mawarist karena menganggap perkara ini 
terlarang untuk dibicarakan. Terkadang ada kultur budaya yang menganggap bahwa 
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membicarakan warisan adalah sesuatu yang pamali. Padahal “PSP” adalah perintah Allah 
dan Rasul-Nya dalam pelaksanaan pertama, adapun pembagiannya yang paling berhak 
adalah ahli waris yang akan menguruskannya dan kapanpun mereka kehendaki sesuai 
kesepakatan. Untuk mengubah paradigma yang negatif terhadap mawarits, salah satunya 
adalah dengan program edukasi “PSP” ini yaitu menyadarkan setiap keluarga muslim 
bahwa ilmu mawarits adalah “PSP” Penentuan Sebelum Pembagian, jadi bukan hanya 
masalah pembagian harta semata. Efek dari pola pikir bahwasanya ilmu mawarits hanya 
pembagian semata, membawa kepada pemikiran sebagai contoh; istri yang mendapat 1/8 
dari harta warisan karena ada anak laki-laki dimisalkan warisan itu berupa rumah, maka 
sang istri hanya mendapat (kamar atau dapur) saja dan lain sebagainya. Dengan 
demikian banyak dari keluarga muslim yang mendiamkan ilmu mawarits, artinya tidak 
menentukan dulu bagian-bagian ahli waris setelah terjadi kematian. Dengan adanya 
edukasi mawarits ini yang diprakarsai oleh CMS UNIDA Gontor dapat mengubah 
paradigma yang awalnya negatif menjadi positif. dalam Islam ini sudah sangat tepat 
karena melaksanakan Hablumminallah dan Hablumminannas. Apabila harta warisan yang 
ditinggalkan oleh keluarga ditentukan secara “PSP”, dapat dijadikan sebagai modal yang 
tentunya akan menambah aset usaha yang dapat memakmurkan keluarga. Karena 
dengan model “PSP” harta warisan tersebut menjadi jalan ibadah dengan harta yaitu 
dengan mendistribusikannya dengan jalan infaq wajib berupa zakat, nafkah, nadzar dan 




Dalam rangka membumikan atau mengimplementasikan ilmu mawarist dalam 
keluarga muslim salah satu usaha yang dilakukan CMS (Centre of Mawarits Studies) 
UNIDA Gontor adalah mengadakan edukasi sekolah mawaris dengan konsep “PSP” 
Penentuan Sebelum Pembagian. Hikmah dari adanya edukasi mawarits “PSP” ini adalah; 
menataati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, melaksanakan fardhu kifayah 
(dalam penentuan dan pembagian harta waris), mengharmoniskan keluarga dan 
memakmurkan keluarga. 
Tentunya harta warisan dibagikan setelah mencukupi syarat dan rukun mawarits, 
yang lebih diutamakan adalah penentuan terlebih dahulu adapun pembagiannya adalah 
sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dengan melaksanakan “PSP” di keluarga muslim 
maka dapat dipastikan asas-asas dalam hukum waris Islam dapat dilaksanakan 
diantaranya; asas ketauhidan, asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan 
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